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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 /PMK.06/2016
TENTANG
PENILAI PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Penilai
Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 2/PMK.06/2014 tentang Penilai Internal di
Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

bahwa guna meningkatkan kualitas penilai dan
pelayanan penilaian agar dapat memberikan
pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan
penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
2/PMK.06/2014 tentang Penilai Internal di Lingkungan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilai Pemerintah

di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015
tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan
Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun
2015 dan Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1536) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 29/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015
tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 278);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENILAI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya
disebut Direktorat Jenderal, adalah unit eselon [ di
lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai

tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
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kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan
negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian,
piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya
disebut Direktur Jenderal, adalah salah satu pejabat unit
eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara,
kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain,
penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Direktur Penilaian, yang selanjutnya disebut Direktur,
adalah pejabat unit eselon II di lingkungan Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang Penilaian.

Majelis Penilai Direktorat Jenderal, yang selanjutnya
disebut Majelis, adalah majelis yang dibentuk oleh
Direktur  Jenderal yang  bertugas memberikan
rekomendasi dalam rangka pemberian sanksi atau
pemulihan bagi Penilai Direktorat Jenderal.

Tim Pemeriksa Kepatuhan adalah tim yang dibentuk oleh
Direktur atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap Penilai
Direktorat Jenderal yang terindikasi melakukan
pelanggaran.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan
suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat
tertentu.

Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Penilai
Direktorat Jenderal, adalah penilai Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh kuasa
Menteri yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung
jawab untuk melakukan Penilaian secara independen.

Kantor Pusat adalah kantor pusat Direktorat Jenderal.
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10.

11.

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal.
Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

o P

o o

5@ om0

=

pengangkatan;
kewenangan,;

tanggung jawab;
kewajiban;

larangan;

pembinaan;
pengawasan;
pembebastugasan; dan

pemberhentian,

Penilai Direktorat Jenderal.

BAB II
PENGANGKATAN PENILAI DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 3

Penilai Direktorat Jenderal diangkat oleh Direktur Jenderal

atas nama Menteri.

Pasal 4

Untuk dapat diangkat menjadi Penilai Direktorat Jenderal,

seorang calon harus memenuhi syarat:

a.

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Direktorat
Jenderal, yang dibuktikan dengan fotokopi keputusan
kepangkatan terakhir;

sehat jasmani, yang dibuktikan dengan asli surat
keterangan dokter;

pendidikan formal paling rendah setingkat Strata I, yang
dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi;
tidak pernah terkena hukuman disiplin sedang dalam

jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau tidak pernah
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terkena hukuman disiplin berat yang berkaitan dengan

tugas dan fungsi Penilaian, yang dibuktikan dengan surat

keterangan dari pejabat di bidang kepegawaian;

telah dinyatakan lulus pendidikan di bidang Penilaian

dengan lama pendidikan paling singkat 200 (dua ratus)

jam latihan yang diperoleh dari:

1. pendidikan dan pelatihan Penilaian, yang dibuktikan
dengan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan;
dan/atau

2. pendidikan formal dengan materi Penilaian yang
diakui oleh Kementerian Keuangan, yang dibuktikan
dengan fotokopi transkrip;

memiliki kompetensi di bidang Penilaian, yang

dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Direktur.

Pasal 5
Pendidikan di bidang Penilaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf e dibagi berdasarkan klasifikasi yang
meliputi:
a. Penilaian Properti; dan
b. Penilaian Bisnis.
Klasifikasi pendidikan untuk pendidikan formal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 2
ditentukan berdasarkan jenis materi mata kuliah yang

diikuti.

Pasal 6

Jam latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf

e merupakan penjumlahan dari:

a. jumlah jam latihan pendidikan dengan klasifikasi
yang sama, yang tercantum dalam sertifikat
pendidikan dan pelatihan Penilaian tingkat dasar
atau yang dipersamakan, dan pendidikan dan
pelatihan Penilaian tingkat lanjutan atau yang
dipersamakan; dan/atau

b. jumlah satuan kredit semester mata kuliah Penilaian

dan mata kuliah pendukung Penilaian yang didapat



